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BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Solok Selatan, yang menyatakan bahwa Dalam hal

Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah

negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja
rumah tangga,

. bahwa dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Solok Selatan, tidak mengakomodir sebagaimana
dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian dan perubahan, & a &
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c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017

tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Kabupaten solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok
Selatan dengan Peraturan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
O Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten

Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348):
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan

dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran

Oo Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400),
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana at
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10.

11.

12.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
penggelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja dan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

Tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas at
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011

tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036):
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017
tentang standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018:
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Solok Selatan,
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun 2017

tentang tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Kabupaten solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok

Selatan,
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 62 Tahun 2017

tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 34 Tahun
2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017
Nomor 34) , diubah sebagai berikut :

I.

(1)

(2)

(2a)

Diantara Ayat (2) dan Ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (2A), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a. Jaminan Kesehatan
b. Jaminan Kecelakaan Kerja
c. Jaminan Kematian, dan
d. Pakaian Dinas dan Atribut.
Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan
DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :

a. Rumah Negara dan perlengkapannya
b. Kendaraan Dinas Jabatan dan,
c. Belanja Rumah Tangga.
Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan rumah negara yang
telah dibangun oleh Negara/daerah beserta perlengkapannya. Tidak
diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c
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(3) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD
disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :

a. Rumah Negara dan Perlengkapannya, dan
b. Tunjangan Transportasi.

(4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana tercantum
dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok
Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 35 yan yan 2018

FBUPATI SOLOK SELATAN,

“HMUZNI z

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 9 ympan 2018

EK ARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR
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